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TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

1.

TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati
dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk
menunjang kegiatan operasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun
Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan
Wakil Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian
pembagian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum  KESATU  dipergunakan untuk koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan
dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan
pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 04 TJanvap 709

é( BUPATI TABALONG,
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Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ¢|4 /2021
TANGGAL 04 TJanvsn, o2l

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL UNTUK BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

JABATAN URAIAN KET
BUPATI Diberikan Biaya Penunjang Operasional
sebesar 60 % dari total Biaya Penunjang
Operasional atau Rp 360 juta / tahun Total Biaya
Penunjang
Operasional
sebesar

Rp. 600.000.000,-

WAKIL BUPATI Diberikan Biaya Penunjang Operasional
sebesar 40 % dari total Biaya Penunjang
Operasional atau Rp 240 juta / tahun
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